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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 01 TAHUN 2010 

TENTANG 
PEDOMAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan 
pengawasan yang efektif di lingkungan Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral secara terus menerus 
dan menyeluruh dan guna mengambil langkah-langkah 
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, perlu menyempurnakan Pedoman Umum 
Pengawasan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 
700.K/80/M.PE/1989 dan mengatur kembali Pedoman 
dimaksud; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman 
Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 
November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara; 

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 
Oktober 2009; 
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9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan 
Sumber Daya Mineral; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 
2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 
Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 
2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka 
Kreditnya; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER 
DAYA MINERAL. 

Pasal 1 
Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 
Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan 
unsur pengawasan dan unsur yang diawasi dalam pelaksanaan tugas 
pengawasan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pasal 3 
Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan 
petunjuk pelaksanaan atas Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 

Pasal 4 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri 
Pertambangan dan Energi Nomor 700.K/80/M.PE/1989 tentang Pedoman 
Umum Pengawasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 5 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Januari 2010  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 
MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 
DARWIN ZAHEDY SALEH 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Januari 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
PATRIALIS AKBAR 
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
 NOMOR : 01 TAHUN 2010 
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